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	PENYUSUNAN BENTUK-BENTUK NASKAH DINAS                  DI LINGKUNGAN POLRI
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	PENGANTAR  

	
	Pada bagian ini dibahas materi tentang penulisan bentuk-bentuk naskah dinas di lingkungan Polri. Bentuk-bentuk naskah dinas yang berlaku di lingkungan Polri terdiri dari naskah dinas bentuk : peraturan, keputusan, instruksi, perintah harian/amanat anggaran, surat edaran, surat  perintah/ surat tugas, laporan, surat, nota dinas, surat telegram, maklumat, pengumuman, surat pengantar, telaahan staf dan naskah dinas lainnya. 
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	KOMPETENSI  DASAR  

	
	1. Memahami bentuk-bentuk naskah dinas yang berlaku di lingkungan Polri.
Indikator Hasil Belajar :

a.   menjelaskan bentuk-bentuk naskah dinas;
b.   menjelaskan peruntukkan bentuk-bentuk naskah dinas;
c.   menjelaskan ketentuan-ketentuan penulisan bab/bagian/pasal/ subbab pada naskah dinas.
d.   mempraktekkan cara penyusunan bentuk-bentuk naskah dinas.
2. Memahami dan mampu menerapkan pemakaian ejaan yang disempurnakan (EYD) dalam naskah dinas di lingkungan Polri.
Indikator Hasil Belajar :

a.   menjelaskan penggunaan huruf dalam naskah dinas;
b.   menjelaskan penggunaan tanda baca dalam naskah dinas;
c.   menjelaskan penggunaan kalimat efektif (bahasa Indonesia yang baku).
d.   mempraktekkan pemakaian Ejaan yang disempurnakan (EYD) dalam  naskah dinas.
3.   Memahami dan mampu menerapkan tata cara penulisan bentuk-bentuk naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Indikator Hasil Belajar :

a.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk peraturan;
b.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk keputusan;
c.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk instruksi;
d.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk perintah harian/amanat anggaran;
e.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk surat edaran;
f.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk surat perintah/surat tugas;
g.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk laporan;
h.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk surat;
i.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk nota dinas;
j.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk surat telegram;
k.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk maklumat;
l.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk pengumuman;
m.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk surat pengantar;
n.   menjelaskan susunan bagian-bagian dalam naskah dinas bentuk telaahan staf;
o.   mempraktekkan format-format naskah dinas yang berlaku di lingkungan Polri.
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	MATERI POKOK

	
	1. Bentuk-bentuk naskah dinas.
2. Penggunaan jarak (spasi/kait/ketukan).
3. Penulisan nomor halaman pada naskah dinas.
4. Macam dan penggunaan garis.
5. Penggunaan ukuran kertas, ukuran huruf dan warna tinta.
6. Penggunaan nomor kopi pada naskah dinas.
7. Ketentuan penulisan bilangan.
8. Susunan bab/bagian/pasal/subbab.
9. Penggunaan kata penyambung.
10. Pemakaian ejaan yang disempurnakan (EYD).
11. Tata cara penyusunan bentuk-bentuk naskah dinas.
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	METODE PEMBELAJARAN

	
	1. Ceramah digunakan untuk  :

a.    Pendahuluan dan pengenalan bahasan;
b.    Menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk naskah dinas;
c.    Menjelaskan materi peruntukkan bentuk-bentuk naskah dinas;
d.    Menjelaskan ketentuan penulisan bab/bagian/pasal/subbab pada naskah dinas;
e.    Mempraktekkan tata cara penyusunan bentuk-bentuk naskah dinas.
2. Diskusi :

       Mendiskusikan materi pelajaran dengan peserta didik

3.    Drill  

Mempraktekkan tata cara penyusunan bentuk-bentuk naskah dinas yang   berlaku di lingkungan Polri;
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	BAHAN DAN ALAT

	
	1. Bahan

· 
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Polri.
2. Alat 

a. 
Whiteboard;
b. 
Spidol;
c. 
Laptop;
d. 
Infocus;
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	PROSES PEMBELAJARAN

	
	1. Tahap awal : 5 menit
Pendidik menyampaikan pengantar materi, peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.
2. Tahap inti : 1.230 menit
a. Pendidik memberikan ceramah tentang bentuk-bentuk naskah dinas. (waktu 45 menit)
b. Pendidik memberikan ceramah tentang peruntukkan bentuk-bentuk naskah dinas. (waktu 45 menit)
c. Pendidik memberikan ceramah tentang ketentuan-ketentuan penulisan bab/bagian/pasal/subbab pada naskah dinas. (waktu 45 menit)
d. Pendidik memberikan ceramah tentang pemakaian EYD dan tanda baca pada naskah dinas. (waktu 45 menit)
e. Pendidik memberikan latihan kepada peserta didik mempraktekkan tata cara penyusunan bentuk-bentuk naskah dinas. (waktu 1.050 menit)
3. Tahap akhir : 25 menit
a. Cek penguasaan materi :
Pendidik mengecek penguasaan materi dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik .
b.  Membuat Learning point :

 Pendidik dan peserta didik merumuskan learning point tentang     materi pembelajaran yang telah disampaikan
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	TAGIHAN / TUGAS

	
	Peserta didik diberikan penugasan untuk membuat berbagai bentuk naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. 
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	LEMBAR KEGIATAN

	
	Materi diskusi
1. Peserta didik mengumpulkan tugas penulisan bentuk-bentuk naskah dinas..
2. Pendidik membahas tentang hasil kerja peserta didik.
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	BAHAN BACAAN

	
	1. Bentuk- bentuk Naskah Dinas
Naskah Dinas adalah semua tulisan yang dikeluarkan oleh pejabat  yang berwenang di lingkungan Polri, dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan peranan di bidang masing- masing yang disusun menurut bentuk-bentuk yang telah ditetapkan. Adapun bentuk-bentuknya sebagai berikut :
a.  Peraturan.

1) Peraturan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian yang berwenang dan memuat kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.

2) Ciri-ciri Peraturan :

a) berlaku terus menerus, tidak termuat batas waktu diberlakukannya;

b) bersifat mengatur (regeling) ;
c) umum …..
c) umum;.

d) abstrak.

3)  Asas penyusunan Peraturan.

a) Tujuan;

b) dapat dilaksanakan;

c) kedayagunaan dan kehasilgunaan;

d) kejelasan rumusan .

4) Kegiatan pembuatan Peraturan Kapolri.

a) pembuatan konsep awal oleh pengemban fungsi;

b) pembentukan Pokja oleh pengemban fungsi (terdiri dari Satuan organisasi terkait dengan substansi rancangan Peraturan Kapolri, Ketua Pokja ditunjuk oleh pengemban fungsi);

c) pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan kosep rancangan dilakukan oleh pembinaan hukum dan hasilnya disetujui oleh pengemban fungsi;

d) sebelum disahkan oleh Kapolri, perlu persetujuan Kadiv kum Polri;

e) Peraturan Kapolri harus diundangkan dalam dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

f) pengundangan dilakukan olek Departemen Hukum dan HAM yang pendaftarannya melalui Divbinkum Polri;

g) naskah Peraturan Kapolri yang disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM terdiri dari 3 (tiga) naskah asli dan 1 (satu) soft cofy.

5) 
Peraturan Kasatwil.

a) untuk kepentingan organisasi dan pelaksanaan tugas di kewilayahan, Kapolda/Kapolwil/Tabes/Kapolres/Ta dapat membuat Peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya;

b) dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
6)      Peraturan Kasatkfung tingkat Mabes Polri.

Peraturan Kasatfung sebagai dimaksud dibuat berdasarkan :
a) Perintah Perkap; dan/atau

b) Kepentingan pelaksanaan tugas pokok satuan fungsi masing – masing

Penyusunan Peraturan Kasatfung dibuat oleh pejabat fungsional Mabes Polri melalui prosedur sebagai berikut :

a) Pembuatan rancangan Peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi Pemakarsa;

b) Pembahasan dan perbaikan rancangan Peraturan Kasatfung dilingkungan Internal satuan fungsional;

c) Pembahasan rancangan peraturan Kasatfung antar satker pada satu fungsi dikoordinasikan oleh Kasatfung Pemakarsa;

d) Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan Kasatfung dilakukan oleh fungsi pemakarsa dan dapat mengundang fungsi pembinaan hukum Polri, ahli, akademis dan/atau narasumber lain dari luar Polri;

e) Paparan rancangan Peraturan Kasatfung didepan pejabat struktural satuan fungsi pemakarsa;

f) Finalisasi penyempurnaan rancangan peraturan Kasatfung;

g) Penandatanganan rancangan peraturan Kasatfung oleh pejabat struktural satuan fungsi pemakarsa;
h) Pengesahan …..
h) Pengesahan rancangan peraturan Kasatfung oleh Kapolri;

i) Registrasi peraturan Kasatfung di Setum Polri oleh fungsi pemakarsa; dan

j) Sosialisasi peraturan Kasatfung oleh fungsi pemakarsa dan dapat melibatkan fungsi pembinaan hukum Polri. 

Materi muatan peraturan Kasatfung tingkat Mabes Polri meliputi :

a) Petunjuk teknis dan taktis berkaitan dengan pelaksanaan fungsi sesuai fungsi masing – masing;

b) Mekanisme hubungan tata kerja internal dan antar satker disatuan fungsi;

c) Pemberdayaan unsur – unsur di satuan fungsi;

d) Mengoftimalkan kinerja satuan fungsi;

e) Upaya meningkatkan peran dan efektifitas pelayanan satuan fungsi;  dan

f) Peraturan urusan dalam.
Peraturan Kapolda

a)
Peraturan Kapolda sebagaimana dimaksud dibuat berdasarkan :

(1) Perintah Perkap dan/atau

(2) Kepentingan pelaksanaan tugas, peran dan fungsi kepolisian di daerah hukum masing - 
masing.
b) Pembuatan …..
b)
Pembuatan rancangan peraturan Kapolda sebagaimana dimaksud diprakarsai oleh :
(1) Kapolda; atau

(2) Satuan fungsi ditingkat Polda.
Penyusunan Peraturan Kapolda, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

a) Arahan dan/atau persetujuan Kapolda;
b) Pembentukan Pokja;
c) Penyusunan rancangan Peraturan kapolda oleh Pokja;
d) Pembahsan rancangan Peraturan kapolda ditingkat lingkungan internal Pokja;

e) Pembahasan rancangan Peraturan Kapolda yang muatan materinya meliputi antar fungsi dikoordinasikan oleh pejabat pembinaaan hukum Polda;

f) Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan Kapolda oleh fungsi pembinaan hukum Polda;

g) Paparan rancangan peraturan Kapolda didepan para pejabat Polda;

h) Penyempurnaan rancangan peraturan Kapolda;

i) Penandatanganan peraturan Kapolda oleh Kapolda;

j) Registrasi peraturan Kapolda;

k) Pengesahan peraturan Kapolda oleh Kapolri; dan
l) Sosialisasi …..
l) Sosialisasi peraturan Kapolda oleh satuan fungsi pemakarsa yang dapat dibantu fungsi binkum Polda.

Materi muatan peraturan Kapolda meliputi ;

a) Penjabaran Perkap;

b) Petunjuk pelaksanan kebijakan Kapolda dibidang pembinaan dan operasional;

c) Petunjuk pelaksanaan penerapan peraturan perundang undangan termasuk Perda yang terkait dengan tugas pokok Polri;

d) Mekanisme hubungan tata kerja dilingkungan Polda guna memperlancar kegiatan rutin ataupun operasional kepolisian;

e) Petunjuk pelaksanaan operasional dalam rangka mengantisifasi perkembangan situasi tertentu diwilayah Polda;

f) Ketentuan tentang adminsitarsi pelayanan Polri ; dan

g) Peraturan urusan dalam.

Peraturan Kasatfung tingkat Polda.
Penyusunan peraturan tentang Kasatfung tingkat polda sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

a) Pengajuan gagasan pembuatan ranmcangan peraturan kasatfung dari satuan fungsi pemarkarsa kepada kapolda melalui pejabat pembinaan hokum polda;
b) Persetujuan …..
b) Persetujuan Kapolda untuk penyusunan peraturan Peraturan Kasatfung tingkat Polda;

c) Pembuatan dan pembahasan rancangan peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi pemakarsa;

d) Pembahsana rancangan peraturan Kasatfung dengan melibatkan satuan fungsi Polda;

e) Harminisasi dan sinkronisasi oleh fungsi pembinaan hukum Polda;

f) Presentasi pokja atas racangan peraturan Kasatfung didepan Kasatfung pemakarsa;

g) Perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan Kasatfung;

h) Finalisasi rancangan peraturan Kasatfung;

i) Penandatanganan rancangan peraturan Kasatfung oleh Kasatfung pemakarsa;

j) Registrasi rancangan peraturan Kasatfung;

k) Pengesahan rancangan peraturan kasatfung oleh kapolda; dan

l) Sosialisasi rancangan Peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi pemakarsa dan dapat dibantu fungsi Binkum Polda.

Materi muatan peraturan kasatfung tingkat polda meliputi;

a) Petunjuk teknis dan taktis berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing – masing;
b) Mekanisme …..
b) Mekanisme hubungan tata kerja internal disatuan fungsi;

c) Pemberdayaan unsur – unsur  di satuan fungsi;

d) Mengoptimalkan kinerja satuan fungsi ;

e) Upaya meningkatkan peran dan efektifitas pelayanan satuan fungsi; dan

f) Peraturan urusan dalam.

Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres.
Kapolrestro / Kapolrestabes / Kapolresta / Kapolres berwenang membuat Perpol yang berlaku diwilayah hokum masing – masing.

Penyusunan Peraturan dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

a) Pengajuan gagasan Pembuatan rancangan Perpol dari Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres kepada Kapolda melalui fungsi pembinaan hukum Polda;

b) Persetujuan Kapolda untuk penyusunan rancanagna Perpol tingkat Polres;

c) Pembentukan Pokja dengan surat perintah Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres;

d) Pembuatan dan pembahsan rancangan Perpol tingkat Polres dilingkungan internal Polres yang dikoordinir oleh Wakapolrestro/Wakapolrestabes/Wakapolresta/Wakapolres;

e) Harmonisasi dan sinkronisasi oleh fungsi pembinaan hukum Polda;
f) Dalam …..
f) Dalam hal dipandang perlu, dapat dilakukan paparan rancangan perpol tingkat Polres didepan para pejabat utama Polda;

g) Penyempurnaan rancangan perpol tingkat Polres dan pokja;

h) Penandatanganan rancangan perpol tingkat Polres oleh Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres;

i) Registrasi perpol tingkat Polres;

j) Pengesahan perpol tingkat Polres oleh 

k) Sosialisasi Perpol tingkat Polres oleh Wakapolrestro/ Wakapolrestabes/Wakapolresta/Wakapolres;

Materi muatan peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/ Kapolres:

a) Penjabaran Peraturan yang lebih tinggi;

b) Penjabaran Kebijakan Kapolri dan Kapolda;

c) Petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan operasional;

d) Mekanisme hubungan tata kerja dilingkungan kesatuan guna memperlancar kegiatan rutin ataupun kegiatan operasi; dan

e) Petunjuk peklaksanaan operasional dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi tertentu diwilayahnya;

f) Penjabaran pelaksanaan tugas dan administrasi pelayanan Polri ;
g) Petunjuk …..
g) Petunjuk pelaksanaan penerapan peraturan perundang –undangan  termasuk perda yang terkait dengan tugas pokok Pori ; dan

h) peraturan urusan dalam.

b. Keputusan
1) Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian yang berwenang yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau organisasi Polri;

2) Ciri-ciri Keputusan sebagai berikut :

a) berlaku sekali selesai/final, yaitu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

b) bersifat penetapan;

c) individual, yaitu tidak ditujukan unutk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

d) konkret, yaitu obyek yang diputuskan tidak abstrak, tetapi berwujud atau dapat ditentukan.

3) Penggunaaan Keputusan, sebagai berikut :

a) menetapkan doktrin;

b) menetapkan atau mengubah organisasi.

c) menetapkan atau mencabut berlakunya cap dinas dan nama satuan organisasi;

d) menetapkan ,mengubah  dan membubarkan suatu badan kepanitiaan atau tim;

e) pendelegasian wewenang tertentu. Menetapkan rencana kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.
4) Wewenang .....
4) Wewenang pembuatan dan penandatanganan keputusan ada pada Kapolri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang.

c. Instruksi  

1) Instruksi adalah suatu bentuk naskah dinas yang rnemuat arahan pelaksanaan suatu kebijaksanaan pokok yang tertuang dalam Peraturan dan Keputusan; 

2) Hal-hal yang berkaitan dengan Instruksi :

a) berisi petunjuk atau arahan pelaksanaan suatu kebutuhan;

b) selalu berinduk pada Keputusan tertentu dan tidak dapat ditetapkan tanpa adanya keputusan yang mendahuluinya;

c) dapat dijabarkan lebih lanjut dengan petunjuk.

3) Wewenang pembuatan dan penandatanganan hanya ada pada Kapolri dan tidak dapat dilimpahkan. 

d. Perintah Harian/Amanat Anggaran.

Perintah Harian/Amanat Anggaran adalah bentuk tulisan dinas yang dikeluarkan untuk memperingati suatu peristiwa penting, memuat suatu kebijaksanaan pokok, pesan-pesan pribadi alau pernyataan kehendak pimpinan yang harus ditaati. Wewenang dan pembuatan hanya ada pada Kapolri.
e. Surat Edaran

Surat Edaran adalah bentuk naskah dinas yang memuat pernberitahuan tentang cara berlaku atau ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan berdasarkan kebijaksanaan pelaksanaan, pembuatan dan penandatanganan adalah KA, sesuai dengan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
f. Surat .....
f. Surat Perintah

Surat Perintah adalah bentuk naskah dinas yang memuat pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok personel dan mempunyai akibat pertanggung jawaban administrasi. Pembuatan dan penandatanganan oleh pimpinan badan/Satker berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

g. Surat Tugas

Surat Tugas adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat pernyataan kehendak pimpinan kepada seseorang yang bukan anggota Polri/PNS Polri guna melaksanakan tugas demi kepentingan Polri.

h.    Laporan     

1) Laporan adalah bentuk naskah dinas yang memuat pemberitahuan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan tugas atau suatu kejadian secara kronologis; 

2) Pembuatan dan   penandatanganan setiap pejabat yang diserahi tugas jabatan baik rutin atau khusus yang berhubungan dengan kedinasannya;

3) Macam laporan yaitu Laporan berkala dan Laporan khusus;

4) Penyampaian Laporan dengan Surat Pengantar, disampaikan kepada atas langsung atau pejabat yang ada kaitannya dengan isi laporan tersebut.
i. Surat …..
i.     Surat

Surat adalah bentuk naskah dinas yang dibuat secara tertulis oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas dan jabatannya guna menyampaikan pemberitahuan, pernyataan, permintaan kepada pejabat lain diluar instansi/Satuannya sendiri, pembuatan dan penandatangan adalah KA/ Pimpinan Satker dengan lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya.

 j.    Nota Dinas                  

1) nota dinas adalah bentuk naska dinas untuk menyampaikan pemberitahuan, pernyataan atau permintaan kepada pejabat lain 

di dalam lingkungan instansi/Satuannya sendiri, pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat didalam satu lingkungan instansi/Satuan sesuai dengan lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya sendiri;

2) tidak boleh lebih dari 2 (dua) lembar;
3) tidak dibubuhi cap dinas / stempel, karena digunakan di lingkungan sendiri;

4) tembusan tidak boleh keluar lingkungan satuan sendiri.

k.    Surat Telegram

1) surat telegram adalah bentuk naskah dinas yag seluruhnya dibuat dengan huruf kapital dengan susunan tertentu, dibuat oleh pimpinan/Kepala Satuan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab;

2) tanggal pembuatan Surat Telegram seluruhya ditulis dengan angka dan lengkap;

3) jumlah halaman tidak boleh lebih dari 4 (empat) halaman kertas A4;
4) tidak .....
4) tidak boleh disertai lampiran. 
l. Maklumat

1) maklumat adalah suatu pemberitahuan mengenai berlakunya peraturan  yang didalamnya dapat memuat sanksi  menurut hukum yang berlaku bagi mereka yang tidak menjalankan atau mentaati apa yang dimaksud dalam peraturan itu; 

2) maklumat   dikeluarkan oleh kepala kesatuan organisasi sesuai tugas dan kewenangnannya, dengan ketentuan :

a) maklumat Kapolri berlaku untuk seluruh jajaran Kepolisian;

b) maklumat Kapolda berlaku untuk Polda yang bersangkutan;

c) maklumat Kapolwil/tabes/Kapolres/ta berlaku untuk daerah yang bersangkutan.

m. Pengumuman     

1) pengumumam adalah bentuk naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada umum (masyarakat) atau kepada pejabat atau para pejabat tertentu(anggota Polri/PNS Polri);

2) pewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pimpinan/Kepala Kesatuan yang mengeluarkan pengu-muman sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

n.    Surat Pengantar

Surat Pengantar adalah bentuk naskah dinas yang digunakan untuk mengantar atau menyampaikan buku, barang cetakan, tulisan dinas lainnya. Dibuat oleh kepada Sekretariat/Kataud atau pejabat lain yang ditunjuk. 
o. Telaahan .....
o.   Telaahan Staf    

Telaahan staf adalah tulisan perwira staf kepada pimpinannya dalam memberikan usul atau saran untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang kompleks.
1) prinsip-prinsip pembuatannya sebagai berikut :

a) kejelasan, yaitu pimpinan memperoleh kejelasan dari persoalan atau permasalahan dan juga penyelesaian yang diusulkan;

b) ketelitian, telaahan staf harus sesuai dengan fakta dan mekanisme telaahan serta disajikan dalam urutan yang logis;

c) keutuhan, telaahan haruslah hanya mempersoalkan suatu subyek dan ditinjau dari berbagai sudut yang disertai tidakan yang dapat dilaksanakan.

p. Naskah Dinas lainnya

Naskah Dinas lainnya adalah bentuk naskah dinas yang dibuat oleh satuan organisasi/pengemban fungsi pada Polri sehubungan dengan kepentingan pelaksanaan tugasnya. 
2.    Pemakaian Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

a.   Pemakaian ejaan yang disempurnakan (EYD) dalam tulisan dinas hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) bahasa yang digunakan didalam naskah dinas hendaknya jelas dan tepat dan dapat mempengaruhi maksud serta tujuan dari naskah dinas;
2) perlu .....
2) perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baku, baik dan benar sesuai clengan kaidah-kaidah tata bahasa ejaan yang disempurnakan dan berlaku;

3) ejaan yang digunakan didalam naskah dinas adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan;

4) untuk menghindarkan salah tafsir setiap kata yang digunakan harus tepat;

5) memperhatikan pemakaian kata asing, sejauh mungkin kata-kata asing hendaknya ditulis dalam ejaan bahasa Indonesia menurut ketentuan yang berlaku;

6) kata-kata ilmiah hendaknya digunakan hanya didalam situasi dan untuk lingkungan khusus saja, untuk situasi dan lingkungan umurn supaya digunakan kata-kata yang lebih bersifat umum.

b.   Kata ganti orang.

1) saya , merupakan kata ganti orang pertama tunggal, kata " saya " didalam tulisan dinas dapat juga diganti dengan bentuk pasif;

2) kami, merupakan kata ganti orang pertama jarak, kata "kami" ering digunakan dalam surat menyurat dinas sebagai pengganti kata "saya";
3) kita, tidak boleh digunakan sebagai pengganti kata       kami  atau  saya;

4) saudara , digunakan sebagai pengganti orang kedua (tidak diikuti dengan nama) “saudara" dapat diganti dengan pangkat atau jabatan.
c. Penyusunan …..
c.    Penyusunan Kalimat

1) susunan kalimat jangan terlalu panjang, semakin banyak kata yang terdapat didalam sebuah kalimat maka kalimat tersebut bias semakin tidak jelas maknanya;

2) susunan kalimat hendaknya tidak berbunga-bunga tetapi lansung kepada persoalannya;

3) setiap kalimat pada dasarnya mengandung satu gagasan yang utuh. Karena itu dihindari penyusunan yang tidak lengkap;

Contoh :

      Salah : 1.   Merujuk Surat Keputusan Kapolda Jabar

                        Nomor : Skep/99/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 

                        tentang mutasi. 

                  2.   Dengan hormat dilaporkan adanya kesalahan                       

      Benar : 1.   Rujukan Surat Keputusan Kapolda Jabar

                        Nomor : Skep/99/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 

                        tentang mutasi personel. 

                  2.   Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas,
                         bersama ini dilaporakan…….

4) dalam naskah dinas pembaca harus mendapat informasi sesingkat mungkin dengan tetap memperhatikan ketepatan dan kejelasan Uraian singkat ini dapat diperoleh rnelalui penyusunan kalimat yang seksama.

Contoh kalimat yang panjang 
Adalah menjadi kewajiban menjadi anggota Polres Bontang dan jajarannya untuk mengamalkan Pancasila dan Tribrata. 
Contoh …..

Contoh kalimat singkat dan jelas 

Setiap anggota Polri wajib mengamalkan Pancasila dan Tribrata.
d.   
Pemakaian Huruf Besar ( Huruf Kapital ).

1) huruf pertama kata pada awal kalimat;

2) huruf pertama petikan langsung;

3) huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal Keagamaan, kitab suci, nama tuhan. termasuk kata ganti untuk tuhan;

4) huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang bersangkutan;

5) huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang yang bersangkutan;
6) huruf pertarna nama orang, nama bangsa, suku, bahasa, nama tahun bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah;

7) huruf pertama nama Khas dalam geografi;

8) huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi;

9) huruf pertama, semua kata didalam nama buku. majalah, surat kabar, dan kepala / judul karangan, kecuali kata partikel yang tidak terletak pada posisi awal;

10) dipakai dalam singkatan nama gelar dan sapaan;

11) huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan.
e.    Pemakaian tanda baca.
1) Tanda .....
1)  
Tanda titik (.)

a)
Tanda titk  dipakai pada / dibelakang :

(1) akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan;

(2) akhir singkatan nama orang;

(3) akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat dan sapaan;

(4) singkatan kata atau ungkapan yang sudah lazim, pada singkatan terdiri dari tiga huruf atau lebih hanya digunakan satu tanda titik;

(5) angka atau huruf dalam suatu bagan/ ikhtisar/daftar.

b) 
Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu serta jangka waktu .

Contoh :

(1) pukul 13.35.20 (Pukul 13 lewat 35 menit 20 detik);

(2) (jam 13 lewat 35 menit 20 detik).

a) Tanda titik tidak dipakai apabila :

(1) untuk memisahkan angka ribuan, jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah;

(2) dalam singkatan akronim yang sudah diterima masyarakat;

(3) dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran timbangan, dan mata uang;

(4) pada akhir kepala karangan;

(5) dibelakang alamat pengirim, tanggal tulisan dinas, nama, dan alamat penerima surat.
2) Tanda .....

2)
Tanda koma (,)

a) Tanda koma dapat dipakai apabila :

(1) diantara unsur-unsur dalam suatu perin-cian atau pembilangan;

(2) untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata-kata "Tetapi" “melainkan ";

(3) untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat;

(4) uibelakang kata-kata terdapat pada awal kalimat;

(5) untuk memisahkan petikan lansung dari bagian lain dalam kalimat;

(6) diantara nama dan alamat bagian-bagian kalimat. tempat dan tanggal serta nama tempat, wilayah dan negara yang ditulis berurutan;

(7) diantara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakan singkatan nama keluarga atau negara;
(8) pada angka persepuluh (desimal) dan diantara rupiah dan sen dalam bilangan.

b) 
Tanda koma tidak dipakai: 

(1) jika anak kalimat diletakkan setelah induk kalimat;
(2) untuk …..
(2) untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat jika petikan tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bagian dalam kalimat tersebut.
3)
Tanda titik koma (;)

a) memisahkan bagian - bagian kalimat yang sejenis dan setara;

b) memisahkan kalimat yang setara didalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung.

4)  
Tanda titik dua ( : )

(1) Tanda titik dua  dipakai :
(1) pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau rincian;

Contoh : ....... sebagai berikut :

1. Satu buah sendok makan.

2. Satu buah gelas.

(2) sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan rincian.

Contoh :
Jenis  kegiatannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan ....

2. Penyusunan ……..

(2) tanda titik dua tidak dipakai kalau rangkaian atau jika rician merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.

5)
Tanda Hubung (-),
dipakai :
a) untuk …..

a) untuk menyambung suku-suku dasar yang terpisah oleh pergantian baris serta awalan dengan bagian katadibelakangnya atau ahkiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris;

b) untuk menyambung unsur-unsur kata ulang.           ( misal :   main - main );
c) untuk memperjelas hubungan bagian ungkapan.    ( misal : istri perwira yang ramah dan istri perwira-yang-ramah).

6).  
Tanda pisah ( - ), dipakai  :

a) membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus diluar bangur kalimat;

b) menegaskan adanya keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas;

c) dipaksa antara dua bilangan atau tanggal yang berarti "Sampai dengan" ( Misal : 7 - 12 ) atau diantara dua nama kota yang berarti "sampai "     ( misal : Jakarta - Bandung ).

7) Tanda Petik (" ......... “)


Digunakan untuk mengapit Kata mempunyai arti khusus.

8)  Tanda Petik tunggal ('............')

Digunakan untuk mengapit terjenahan dan penjelasan kata atau ungkapan asing.

9) Tanda Garis Miring (/)

Digunakan dalam penomoran tulisan dinas atau kata penyambung serta sebagai penganti kata : " dan “ , " per “, “atau".

                       Misal :  - Penomoran : B/99/VII/2003    
3. Hal-hal .....                                            

3.   Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas

a. Naskah dinas harus dilaksanakan secara tepat guna dan berdaya guna dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

1) penghematan atau efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana administrasi;

2) kecepatan waktu penyampaian;

3) ketepatan penyampaian ke alamat yang tepat;

4) Keamanannya, yaitu tidak bocor, tidak rusak, tidak hilang, atau tidak jatuh ke tangan yang tidak berkepentingan;

5) penyimpanan arsipnya.

b. Dalam penyusunan naskah dinas harus memperhatikan kebulatan pikiran yang jelas, padat dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis, dengan memperhatikan :
1) ketelitian yang dimaksud adalah ketelitian dalam bentuk, susunan, isi, dan bahasa yang digunakan maupun cara pengetikan merupakan segi yang penting untuk setiap tulisan dinas;

2) terang dan jelas., yang dimaksud terang adalah apabila dibaca atau diperbanyak daoat kelihatan dengan bak sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan serta jelas berarti isi tulisan dinas tersebut tidak menimbulkan tafsiran lain dan rnengerti apa yang dimaksud dari tulisan dinas tersebut;

3) singkat dan padat berarti bahwa apa yang dituangkan didalam isi tulisan tersebut dapat dimengerti, yang perlu panjang lebar cukupsingkat namun mencakup apa yang dikehendaki, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif tanpa mengurangi arti dan tulisan dinas;
4) mantik .....
4) mantik dan meyakinkan, mantik berarti menurut urutan yang logis dan sistimatis. Meyakinkan berarti menimbulkan kemantapan bagi si pembaca atau si penerima;

5) pembakuan berarti setiap tulisan dinas harus disusun menurut aturan dan bentuk yang telah dibakukan.

c. Cara penyusunan

Penyusunan agar diperhitungkan pula dari segi keindahan, antara lain: 

1) pengaturan letak kalimat yang simetris.

2) keserasian dan Kerapihan.

3) ruang tepi.

4) jarak/Spasi .
4.  Cara Penulisan dan Pengetikan Naskah Dinas.
Untuk pengetikan tulisan-tulisan dinas harus berpedoman kepada ketukan-ketukan yang ada dengan memperhatikan :

a. Jarak (spasi/ ketukan)
Demi untuk keserasian dan kerapihan, maka tidak seluruh halaman kertas digunakan dalam pembuatan naskah dinas, untuk itu ditetapkan ukuran sebagai berikut :

1) jarak tepi atas kertas ke tulisan ditetapkan  tiga  spasi untuk mesin ketik manual atau 1,5 cm untuk komputer dari tepi atas kertas. Tulisan paling atas adalah klasifikasi/kopstuk/nomor halaman dan jenis naskah dinas tersebut atau gambar lambang Tribrata;

2) jarak  tepi bawah adalah tiga  spasi atau sekurang-kurangnya 2 kait/spasi untuk mesin tik manualatau 1,5 cm untuk komputer dari tepi bawah kertas . Tulisan yang paling bawah adalah kata penyambung / klasifikasi atau (kalau ada);
3) jarak …..
3) jarak dari tepi kiri kertas ditetapkan minimal sepuluh ketukan dan maksimal lima belas ketukan untuk mesin ketik manual atau       2,5 cm untuk komputer dari tepi kertas sebelah kiri;
4) jarak dari tepi kanan kertas ditetapkan sekurang kurangnya lima ketukan untuk mesin ketik manual, atau 1,5 cm untuk komputer dari tepi kanan kertas. Jika digunakan bolak balik, untuk halaman ganjil ruang tepi kanan kertas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) ketukan dan sebanyak-banyaknya 15 ketukan untuk mesin ketik manual (pengetikan pada sheet stensil) atau 1,5 cm untuk computer;

Contoh :
  Halaman ganjil :





Halaman genap :





5) jarak .....
5)    jarak  spasi/spasi antar baris 

a)    spasi atau spasi vertikal

(1)   setengah spasi/ kait (satu gigi) digunakan :

(a) kalimat kopstuk dengan garis;

(b) perihal surat dengan garis;

(c) ternbusan dengan garis;

(d) pengeluaran naskah dinas (pada tanggal) dengan garis.

(2)   satu spasi/kait (dua gigi) digunakan :

(a) untuk pengetikan naskah akhir (bukan konsep ) suatu naskah dinas;

(b) jika naskah dinas tidak terlalu panjang, maka demi keserasian pengetikannya dapat  digunakan satu setengah kait (tiga gigi) pada mesin manual atau satu setengah spasi pada komputer.

(3) satu setengah spasi/ kait (tiga gigi) digunakan : 

(a) kata tentang dengan kalimat dibawah;

(b) Tajuk tanda tangan dengan garis penutup;

(c) kata Kepada dengan kalimat dibawah;

(d) kata tembusan dengan kalimat di bawah.

(4)  dua spasi/kait (empat gigi) digunakan.

(a) antara pasal dengan pasal;


(b) antara pasal dengan sub pasal;


(c) antara sub pasal cengan sub-sub pasal;

(d) antara U.p. dengan teks dibawahnya;


(e) antara kepada samping dengan teks di bawahnya;

(f) antara kelompok rujukan dengan lampiran.
(g) antara …..
(g) antara kelompok alamat “Kepada” dan “Tembusan” apabila kedudukannya berada disebelah kiri halaman.    

(5)   tiga kait (enam gigi) digunakan :


(a) tepi atas kertas dengan kopstuk;

(b) tepi alas dengan nomor halaman;

(c) nomor halaman dengan nomor dibawahnya;

(d) tepi atas kertas dengan klasifikasi;

(e) klasifikasi dengan kopstuk;

(f) klasifikasi dengan nornor halaman;

(g) baris terakhir dengan kata penyambung (catch word );

(h) tepi bawah kertas dengan  klasifikasi;

(i)  baris terakhir dengan tajuk tanda tangan.

(6)  satu ketukan  :

(a) sebelum titik dua;
(b) sebelum koma;
(c) sebelum kata penyambung  ( catch word );
(d) sebelum dan sesudah tanda kurung.
(7) dua ketukan :

(a) sesudah titik koma;
(b) sesudah titik dua.
(8) tiga ketukan sesudah titik kecuali pada alamat.

b.   Penulisan klasifikasi

1) untuk tingkat klasifikasi yang sering digunakan adalah RAHASIA;

2) diletakkan ditengah-tengah atas dan bawah setiap halaman, ditulis dengan huruf besar dan diberi garis bawah;

3) pada halaman pertama dapat diketik atau dicap, sedangkan halaman kedua dan seterusnya harus diketik;
4) tingkatan .....
4) tingkatan :

a)   surat ,  dan surat telegram, dinyatakan dalam nomor dan ruang klasifikasi;

b)   nota dinas, hanya pada nomor;

c)   surat pengantar, sama dengan nomor tulisan dinas yang diantar, jika tulisan dinas berklasifikasi "RAHASIA" maka surat
       pengantar diberi nomor dan klasifikasi rahasia, 
       Contoh : Nomor       : R/100/V/2011/Ropers 

                      Klasifikasi : RAHASIA

 c.     Nomor halaman

1) jika tulisan dinas lebih dari satu halaman maka lembar kedua dan seterusnya diberi nomor halaman dengan angka tanpa tambahan tanda-tanda lain;

2) nomor halaman ditulis ditengah atas halaman;

3) jika tulisan dinas tersebut rnemiliki tingkat klasifikasi tertentu (Contoh : "RAHASIA” nomor halaman di letakkan dibawah klasifikasi);

4) untuk pemberian nomor berlaku seluruh tulisan dinas, kecuali tulisan dinas yang berbentuk :

PERINTAH HARIAN , AMANAT/ SAMBUTAN serta LAPORAN, pada halaman kedua dan seterusnya sejajar sebelah kanan, dengan nomor halaman harus ditambah pula dengan jenis tulisan dinas yang bersangkutan ditulis dengan huruf besar termasuk lampirannya ( ketentuan TIDAK BERLAKU jika tulisan dinas tersebut dicetak menjadi buku / himpunan ).

  Contoh : Halaman kedua bentuk Surat


d.     Lampiran

1)    jika tulisan dinas memiliki lampiran maka halaman ke-dua dan seterusnya,   lampiran dari tulisan dinas ter-sebut ditulis kata “LAMPIRAN” dan seterusnya. “NOMOR    : ..... ..................., TANGGAL .......... ...........( seluruhnya dengan huruf besar dan diberi garis bawah ). Yang ditulis di sudut kanan atas       (pembuatan lampiran sejajar dengan nomor halaman, untuk halaman kedua dan seterusnya tanpa kopstuk). 
Contoh :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA BARAT

RESOR BANDUNG

LAMPIRAN SURAT KAPOLRES BANDUNG

NOMOR      :  B/   227/  X/   2009/  BDG

TANGGAL   :    17OKTOBER     2009

JUDUL .............................

2) khusus untuk naskah tulisan dinas yang berlampiran, dimana lampiran diakhiri dengan kelompok penutup sesuai dengan Ketentuan yang berlaku untuk kelompok naskah dimaksud.
     Contoh :




e.  Garis bawah adalah garis yang diletakkan dibawah kata, untuk menunjukkan kata tersebut mempunyai arti penting. (apabila menggunakan komputer garis bawah dapat diganti dengan huruf tebal), sedangkan untuk penggunaan kata asing/lmiah dicetak dengan huruf miring. 
Contoh …..
         Contoh :Personel Polri dan PNS diwajibkan melaksanakan apel      pagi dan siang.  

f.    Garis pemisah adalah garis yang digunakan untuk memisahkan suatu kelompok kata dengan kelompok kata dibawahnya. dengan panjang garis minimal tujuh ketukan dan maksimal tujuh belas ketukan yang disesuaikan dengan panjang judul (sepanjang baris terpanjang ). 

         Contoh :



g.   Garis penutup adalah garis yang rnenutup suatu kelompok kata            ( misalnya penutup pada : kopstuk, perihal, dan seterusnya )

                Contoh:       Perihal : permintaan data anggota.

h.     Ukuran kertas. 

1) ukuran kertas yang secara resmi digunakan adalah:
A4 - 297 X 210 mm;

2) dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan tertentu dapat pula digunakan kertas dengan ukuran :

a) folio (330 X 215 mm);

b) folio ganda (430 X 330 mm);

c) kuwarto ganda (A3 - 420 X 297 mm);

d) setengah kuwarto (A5 - 210 X 148 mm);

e) kuwarto.

3)    semua naskah dinas menggunakan kertas putih.
i. Ukuran …..
i.     Ukuran huruf  

         Khusus pengetikan naskah dinas dengan menggunakan komputer, huruf yang digunakan berukuran minimal size font 12. 

j.     Warna tinta. Demi keseragaman warna tinta yang digunakan untuk cap dinas dan tanda tangan adalah sebagai berikut :

1) cap dinas menggunakan warna ungu;

2) penandatanganan: pulpen ( alat tulis ) warna tinta hitam;

3) semua bentuk naskah dinas menggunakan tinta hitam.

k.     Rujukan/Referensi/Dasar adalah merupakan dasar untuk penyusunan suatu naskah dinas yang digunakan pada :

1)  kata " Rujukan " dipakai untuk surat, surat edaran, nota dinas, pengumuman;

2)  kata " Referensi” dipakai untuk surat telegram;

3)  kata " Dasar " dipakai untuk surat perintah, surat tugas, surat Ijin, laporan;

4) kata mengingat dipakai unutk peraturan, keputusan , instruksi.

l.    Nomor Kopi 

1) penyebutan nomor kopi dilakukan untuk menunjukan bahwa naskah dinas dibuat dalam jumlah terbatas;

2) pada dasarnya semua naskah dinas yang mempunyai tingkat klasifikasi  rahasia harus diberi nomor kopi pada halaman pertama (kecuali surat), misalnya rahasia jabatan, naskah yang didistribusikan terbatas;

3) pencantuman nomor kopi di sudut kanan atas halaman pertama/sampul seperti berikut :

Halaman 1  : KOPI NOMOR 1 DARI 2 KOPI 

Halaman 2  : KOPI NOMOR 2 DARl 2 KOPI
m. Penulisan …..
m.   Penulisan Bilangan 
1) bilangan dapat ditulis dengan sebanyak-banyaknya yaitu dua kata ditulis dengan huruf, tiga angka dengan huruf. Contoh dua angka :  2,100, 200, 5000 dengan penulisan, dua, seratus, dua ratus , lima ribu.

        Contoh tiga angka : Dua puluh satu ditulis dengan  21
2) bilangan Desimal di tulis dengan angka.

        contoh : 1, 3, 7, 10, 15, 50
3) bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf, contoh  Salah  :  2 ekor kerbau mati diracun.

         Betul  : Dua ekor kerbau mati diracun.

4) penulisan   dalam   angka   dan   huruf   hanya  dapat dilakukan untuk hal-hal khusus yang menyangkut perbendaharaan, logistik, dan sejenisnya.
        contoh :  
        Salah : Abad ke XX, abad 20

         Betul : Abad XX, abad ke-20 atau Abad kedua puluh.
5) penulisan bilangan yang mendapat akhiran mengikuti cara sebagai berikut :

b) tahun 60-an atau tahun enam puluhan;

c) uang 1000-an atau uang seribuan.

n.     Susunan dan cara penomoran Bagian/Bab/Pasal
a) dalam susunan ini, “Bagian” merupakan kelornpok yang terbesar yang terdiri dari beberapa Bab dan Bab terdiri dari sejumlah pasal, dan pasal terdiri dari sejumlah sub pasal dan seterusnya. Urutan-urutan tersebut bersifat mutlak dibuat;
b) bagian …..
b) bagian dan Bab
dicantumkan
 ditengah, Pasal dapat di cantumkan ditengah atau samping kiri;
c) bagian selalu dibuat pada halaman baru, bagian dan nomornya ditulis ditengah halaman dengan huruf besar. contoh : Bagian Kesatu, dan seterusnya;

d) bab diberi nomor urut dengan angka romawi yang ditulis ditengah halaman dengan huruf kapital tanpa titik , demi  keseragaman penulisan Bab tidak boleh dilakukan pada akhir kalimat.  contoh : BAB I, BAB II dan seterusnya;

e) pasal diberi nomor dengan angka arab, ditulis disamping kiri atau ditengah dan diberi titik ;

f) nomor Pasal/Subpasal/Sub-subpasal :

a)    nomor Pasal:
(1)   nomor pasal diketik di ruang tepi kiri atau di tengah, diberi tanda titik dan ditulis dengan angka;
(2) huruf pertama teks dimulai pada ketukan keenam;

(3) huruf pertama baris kedua dan seterusnya diketik dibawah huruf pertama kata/kalimat di atasnya. 

b)    nomor subpasal:

(1) nomor subpasal ditulis dengan huruf kecil (menurut abjad) diketik pada ketukan keenam dari ruang tepi kiri dan diberi tanda titik;

(2) huruf pertama diketik pada ketukan kedua belas;

(3) huruf pertama baris kedua dan selanjutnya diketik di bawah huruf pertama kata/kalimat di atasnya.

d) nomor sub-subpasal dan sub-subpasal:
(1) nomor …..
(1) nomor sub-subpasal ditulis dengan angka arb dan diberi kurung tutup, sedangkan nomor sub-subpasal dituliskan dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda kurung tutup dan diketik di bawah hurup pertama teks dari sub-subpasal tanpa titik;

(2) huruf pertama diketik pada ketukan keempat setelah kurung tutup.

                            Contoh :

 

                  BAB I

                 PENDAHULUAN

                 1.    Umum.

                        a.   Kedudukan…………….

                              1)   Fungsi……………………..

                                    a)   Peranan………….

                                          (1)   Ciri-ciri……………..

                                                 (a)   Sistematis………….        

o.    Kata penyambung (catchword ).

Kata penyambung dibuat apabila tulisan dinas terdiri lebih dari satu halaman maka pada akhir setiap halaman ditulis kata pertama dari halaman berikutnya, adapun pengetikan kata penyambung adalah sebagai berikut :

1) kata pertama halaman berikutnya diikuti lima tanda titik;

2) pada sudut kanan bawah dengan tiga spasi/kait /1,5 cm dari tepi kertas bawah serta kelurusan dengan kalimat yang diatas;

3) kata pertama dari halaman berikutnya dibuat sama.

       Contoh :  1.  Pendahuluan ….. 
5. Tata .....

5.   Tata Cara Penyusunan Bentuk-bentuk Naskah Dinas.

a.   Peraturan

1) Kelompok kepala terdiri atas :

a) kopstuk dengan gambar lambang Tribrata di tengah-tengah halaman;
b) kata Peraturan diikuti dengan nama jabatan/pejabat yang  mengeluarkan peraturan seluruhnya ditulis engan huruf capital;
c) nomor dilakukan secara berurutan dalam satu tahun takwim;
d) kata tentang ditulis selurnya dengan huruf capital;
e) judul peraturan, seluruhnya ditulis dengan huruf capital;
f) pembukaan yang terdiri dari frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (seluruhnya ditulis dengan huruf kapital) diletakan di tengah margin;
g) nama jabatan pejabat yang mengeluarkan peraturan, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital yang diletakakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

2) Kelompok konsiderans:

a) konsideran diawali dengan kata Menimbang;
b) konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan lasan pembuatan peraturan dimaksud;

c) konsideran Peraturan Kapolri dapat memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal/subpasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatannya;

d) Menimbang …..
d) Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal….ayat….Undang-Undang Nomor….Tahun….. tentang……, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentang……….;

e) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran iap-tiap pokok pikiran diruuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

f) tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

       Contoh:

Menimbang : a.   bahwa……….:

                    b.   bahwa…………:

                    c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
                          mana dimaksud  dalam huruf  a dan huruf
                          b,…………..       

3) Dasar hukum

a) dasar hukum diawali dengan kata Mengingat;

dasar hukum memuat dasar  kewenangan pembuatan Peraturan Kapolri dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan dimaksud;

b) apabila tidak ada yang memerintahkan pembuatan Peraturan Kapolri dimaksud, maka cukup mencantumkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata kerja Polri;
c) peraturan …..
c) peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;

d) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan perundang-undangan dan jika tingkatnya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangannya atau penetapannya;

e) penulisan Undang-Undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf capital;

f) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan Lembaran Negara republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung;

       Contoh :

       Mengingat : 1.   Undang-Undang ….. (Lembaran..)

                                          2.  Peraturan……

4)    Diktum

a) diktum terdiri dari :

(1) kata memutuskan;

(2) kata menetapkan;

(3) nama peraturan perundang-undangan.

b) kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin;
c) kata …..
c) kata menetapkan dicantumkan sesudah kata memutus-kan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menim-bang dan mengingat, huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua;

d) nama yang tercantum dalam judul peraturan dican-tumkan lagi setelah kata menetapkan didahului dengan pencantuman jenis peraturan. Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 

Contoh :                 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
                       REPUBLIK INDONESIA 

                       TENTANG…..

5)     Batang tubuh

a) batang tubuh peraturan memuat semua substansi peraturan uang dirumuskan dalam Bab/pasal (subpasal);

b) substansi dalam batang tubuh dikelompokan ke dalam :

(1) ketentuan umum;

(2) materi pokok yang diatur;

(3) sanksi Administratif (jika diperlukan);

(4) ketentuan Peralihan (jika diperlukan);

(5) ketentuan Penutup.

c) dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya Bab Ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan unutk masuk ke 

 dalam Bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judl yang sesuai dengan materi yang diatur;
d) pengelompokkan …..
d) pengelompokan materi Peraturan dapat disusun secara sistematis dalam Bab, bagian dan paragraf.

e) pengelompokan materi dalam bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.

f) urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :

g) Bab dengan pasal (sub pasal) tanpa bagian dan paragraf.

h) bab dengan bagian dan pasal (subpasal) tanpa paragraf.

i) bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (sub pasal).

j) huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap awal kata padabagian judul ditulis dengan huruf kapital, dan diletakan pada tengah margin;

 Contoh :                     

                                   Bagian Kesatu

                      Pengawasan dan Pengendalian

k) paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul serta diletakan pada tengah margin;

         Contoh :                

                                         Paragraf I

                                       Pengawasan  

l) huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital;

m) pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas;
n) materi …..
n) materi Peraturan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan;.

o) pasal diberi nomor urut dengan angka arab;

p) huruf awal kata pasal yang dgunakan sebagai acuan dtulis dengan huruf capital;

q) pasal dapat dirinci ke dalam bebebrapa ayat;

r) ayat diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik;

s) satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh dan jelas maksudnya;

t) huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil;

u)  jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi;

v) dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(1) setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;

(2) setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;
(3) Setiap …..
(3) Setiap frase dalam rincian diawali huruf kecil;

(4) setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titk koma;

(5) jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;

(6) di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;

(7) pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik, angka arab diikuti denagn tanda baca titik, abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup, angka arab dengan tanda baca kurung tutup;

(8) pembagian rincian hendaknya tidak melebihi emapt tingkat, jika rincian melebihi emapt tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersang-kutan ke dalam pasal atau ayat lain;

(9) jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian kedua dari rincian terakhir;

(10) jika rincian dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir;

(11) jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagi rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir;

(12) kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh :                     

                                   Pasal 4

(1) Kelompok barang sebagaimana diamksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

a. kelompok…..;

b. kelompok barang bekal Polri meliputi :

1. golongan I……

2. golongan II…..yang terdiri dari :

a)
pertengkapan perorangan, yaitu:
 1)   yang bersifat umum Polri; dan

 2)   yang bersifatkhas kesatuan ;

b)
 ……………. 
6)     Ketentuan Umum. ketentuannya sebagai barikut:

a) ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. dan diberi
nomor urut dengan bilangan romawi dan diberi judul bab
yang seluruhnya ditulis dengan huruf capital;

b) ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal;

c) ketentuan umum berisi:

(1) batasan pengertian atau definisi;

(2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;

(3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan;
d) frase …..
d) frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan berbunyi;
 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
e) jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dan satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomar urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik;

f) kata atau istilah yang dimual dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal) selanjutnya;

g) jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu dipelukan pengertiannya untuk suatu bab. bagian atau paragraf tertentu, agar kata atau istilah itu diberi definisi;

h) jika suatu pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut;

i) karena batasan pengertian atau definisi singkatan, atau akronim berfungsi untuk rnenjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi.singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda;
j) urutan …..
j) urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(1)   pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;

(2)   pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu;

(3)   pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

7)
Materi Pokok yang diatur, dengan ketentuan :

a)
materi yang akan diatur ditempatkan Iangsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakan setelah pasal (pasal) ketentuan umum;

b)
materi pokok yang diatur dapat dibagi dalam beberapa bab. Pembagian bab berdasarkan kriteria/ urutan/ Kronelogis dari materi  yang akan diatur.

8)
Ketentuan Peralihan. dengan ketentuan:

a)
ketentuan peralihan memuat penyesuaian (rnengisi kekosongan hukum) terhadap peraturan Kapori yang sudah ada pada saat peraturan Kapolri baru mulai berlaku, agar Peraturan Kapolri tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hokum;

b)
ketentuan peralihan dirnuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan sebelum bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Kapolri tidak diadakan pengelompokan 
bab, …..

       bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup;

c)
pada saat Peraturan Kapolri dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Kapolri yang baru jtu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Kapolri yang baru.

9)
Ketentuan Penutup, dengan ketentuan:

a)
ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempat-kan dalam pasal (-pasal) terakhir;

b)
pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

(1)
status peraturan yang sudah ada, dan ;

(2)
saat mulai berlaku Peraturan.

c)
jika matari dalam peraturan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian peraturan;

d)
rumusan  pencabutan  diawali  dengan frase  Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapori No Pol  . ...... tentang ……. dicabut dan dlnyatakan tidak berlaku;
e)   jika jumlah Peraturan yang dicabut lebih dan 1 (satu), dapat di-pertimbangkan cara penulisan dengan perincian dalam bentuk tabulasi;
f) pada …..
f)   pada dasamya setiap Peraturan Kapolri mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan disahkan;
g)
peraturan Kapolri hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

10)   Penutup.

a)   penutup merupakan bagian akhir Peraturan;

b)   penandatanganan pengesahan atau penetapan Peratur-an memuat :

(1)    tempat dan tanggal pengesahan alau penetapan;

(2)    nama jabatan;

(3)    nanda tangan pejabat;

(4)    nama lengkap pejabat yang menandatangani.

c)   tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletak-kan di sebelah kanan tanpa garis penutup;

d)
nama jabalan. nama dan pangkat pejabat ditulis dengan huruf kapital;

e)
pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal       Juli 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESEA,

f)
pada sebelah kiri di bawah nama pejabat penandatangan Peraturan Kapolri dicantumkan pengundangan Peraturan Kapolri dalam Berita Negara Republik Indonesia, yang memuat:
(1) tempat …..
(1)   tempat dan tanggal pengundangan;

(2)   nama jabatan yang berwenang mengundangkan;

(3)   tanda tangan;

(4)   nama lengkap pejabat yang menandatangani.

 Contoh :
Diundangkan di :   Jakarta

pada tanggal      :           Agustus 2007

       MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
                    ANDI MATALATA

    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN    

    NOMOR ……..

11)
Lampiran.    

Dalam hal Peraturan Kapolri memerlukan lampiran, harus dinyatakan dari dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan tersebut Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan tersebut.

12)
Perubahan.

a)   perubahan  dilakukan,   apabila  rnateri  berubah  sebagi-an  atau kurang dari 50 ;

b)
Pada dasarnya batang tubuh perubahan terdiri dari 2 pasal ditulis dengan angka romawi, yaitu:

(1)    Pasal I. mernuat judul peraturan yang akan diubah. 
 Contoh:
Pasal I …..
                   Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara   Republik  Indonesia  Nomor  .........   Tahun   ....... tentang ...... diubah sebagai berikut:

(a)    Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi    sebagai berikut:

(b)      ...................

(2)    pasal II, memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.
c)
jika dalam peraturan ditambahkan atau disisipkan Bab, bagian, paragraf atau pasal baru, maka perubahan tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan, dan penuiisan pasal baru ditambahkan huruf kapitalr untuk ayat ditambahkan hurut kecii yang diletakkan diantara tanda baca kurung.

b.    Keputusan
Susunan Keputusan sebagai berikut:

1)    Kelompok Kepala surat terdiri atas:

a)   kopstuk dengan gambar lambang Tribrata;

b)  kata Keputusan diikuti dengan nama jabatan/pejabat  yang mengeluarkannya, seluruhnya ditulis dengan huruf kapiNal dan diberi garis bawah;

c)
nomor,   dilakukan   secara   berurutan   dalam   satu   tahun  takwim dengan kode yang menunjukkan singkatan nomor urut/bulan/tahun,
Contoh : …..
       Contoh: Nomor Kep/17A/H/2007 (Kep adalah singkatan dan Keputusan. 17 adalati nomorurutdan VII menunjukkan bulan, 2007 adalah angka Tahun);
d)
kata tentang ditulis dengan huruf kecil;

e)
kalimat judul keputusan seluruhnya dituliskan dengan huruf kapital; 

f)
    garis pemisah. sepanjang kalimat judul.

2)    Nama jabatan, pejabat yang rnengeluarkan keputusan, seluruhnya dituliskan dengan huruf kapital
3)    Kelompok konsiderans lerdiri atas:
a)   menimbang: memuat uraian tentang perlunya ditetapkan  keputusan;
b) mengingat;   memuat  peraturan   perundang-undangan   sebagai dasar pengeluaran keputusan;
c)   jika perlu, dapat ditambah Memperhatlkan yang memuat hal-hal yang parlu diperhatikan.

4) Kelompok diktum. dimulai dengan kata MEMUTUSKAN seluruhnya dituliskan dengan huruf kapital (tidak diberi spasi), ditulis di tengah halaman dan lidak digarisbawahi. diikuti kata Menetapkan di tepi kiri, setelah tanda titik dua (:) selanjutnya. ditulis KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG .,. dan seterusnya.
5)   Kelompok isi ketetapan disusun dalam bentuk tanpa bab dan pasal dengan menggunakan nomor 1, 2 dan seterusnya.
6) Kelompok …..
6)   Kelompok penutup terdiri atas :

a)   tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan tersebut serta tajuk tanda tangan;

 b)  distribusi disesuikan dengan alamat surat dan dilaksanakan oleh Kasetum Polri setelah diberi autentik;

 c)   tembusan disesuaikan dengan alamat yang diperlukan;
d)  kata kepada Yth dan   kata tembusan tidak digaris ba-wahi. Setelah alamat terakhir diberi garis penutup sepanjang alamat terpanjang.

c.    Instruksi

Susunan Instruksi sebagai berikut.

1) Kelompok kepala, disusun seperti pada susunan keputusan; singkalan Kep diganti dengan Ins.
2)   Kelompok konsiderans terdiri atas:

a)  menimbang   memuat  uraian  tentang   mengapa     di tetap   kannya instruksi tersebut;
b)  mengingat berinduk kepada peraturan dan keputusan (memuat keputusan sebagai dasar dikeluarkannya instruksi).

3)  Kelompok isi dimulai dengan kata MENGINSTRUKSIKAN, diketik di tengah halaman, kata Kepada diketik di sebelah kiri diikuti pejabat yang menerima instruksi, selanjutnya kata Untuk yang diikuti arahan instnjksi yang dikehendaki,

4)
Kelompok penutup berisikan tempat dan tanggal ditetapkannya inslruksi tersebut serta lajuk tanda tangan.

5)
Distribusi dan tembahan sesuai dengan alamat yang telah drtentukan.
d. Perintah …..
d.
Perintah Harian/Amanat anggaran

1) Perintah Harian atau Amanat Anggaran dibuat di atas kertas  dengan kopstuk nama jabatan dengan susunan sebagai berikut :

a)
kelompok Kepala surat terdin atas Kopstuk nama jabatan di bawah gambar lambang Tribrata dan pangkat pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut; kata perintah harian dan garis pemisah sepanjang kalimat judul. atau amanat anggaran/judul seluruhnya ditulis dengan huruf capital;
b)
kelompok isi terdiri atas kalimat pembuka, pernyataan kehendak atau pesan kemudian ucapan terima kasih, harapan, serta penegasan;

c)
kelompok Penutup terdiri atas tempat dan tanggal pengeluaran Perintah Harian /Amanat Anggaran tersebut serta tajuk tanda tangan, Perintah  Harian atau Amanat angga-ran tidak memerlukan nomor dan tembusan, serta didistribusikan kepada seluruh jajaran Polri.

2)
Khusus untuk naskah dinas bentuk Amanat, namun bukan Amanat Anggaran, penandatangan dilakukan oleh Kepala Satuan Organisasi/Pemberi amanat.

e.
Surat Edaran

Susunan Surat Edaran adalah sebagai berikut:

1)   Kelompok kepala terdiri atas:

a)   kopstuk dengan gambar lambang Tribrata;

b)
kata Surat Edaran di bawah gambar lambang Tribrata seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, kemudian nomor surat edaran ditulis di bawahnya;
c) kata …..
c)
kata tentang yang diletakkan di bawah Surat Edaran seluruhnya ditulis dengan huruf kecil;

d)
kalimat judul yang diletakkan di bawah kata tentang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diben garis pemisah dengan kali mat di bawahnya sepanjang kahmat judul.

2).  Kelompok isi terdih atas rujukan dan seterusnya (sesuai dengan materi yang akan diberitahukan) sampai dengan kalimat penutup

3)
Kelompok penutup terdiri atas:

a)   tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Edaran;

b)   tajuk tanda tangan dan distribusi.

4)    Penomoran dan Distribusi

a)   tata cara penomoran Surat Edaran dilakukan secara berurutan dalam satu tahun takwim,

Contoh,
Nomor: SE/3/VIU2007 (SE smgkatan dari Surat Edaran. 3 merupakan Nomor urut, angka Romawi VII menunjuk angka bulan, 2007 adalah angka tahun);

b) surat edaran didistribusikan kepada semua pejabat yang  tercantum di dalam alamat dan tembusan.

f.    Surat Perintah/Surat Tugas

1)    Susunan surat perintah atau surat tugas sebagai berikut.

 a)   kelompok Kepala terdiri atas :

(1) kopstuk dengan gambar lambang Tribrata;
(2) kata …..
(2) kata surat perintah atau surat tugas, yang seluruhnya dituliskan dengan hunjf kapital;

(3) nomor   Sprin/Surat Tugas    dituliskan    langsung    setelah  garis pemisah.

b)   konsiderans, meliputi pertimbangan dan dasar Pertim-bangan memuat alasan atau tujuan dikeluatkannya Sprin/Sgas, sedangkan dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan dikeluarkannya naskah dinas tersebut;

c) diktum, dimulai dengan kata DIPERINTAHKAN/ DITU-GASKAN, dengan ketentuan:

(1) dituliskan di tengah dan seluruhnya humf besar tanpa spasi dan tidak aigarisbawahi. diikuti kata Kepada di tepi kiri d»kuti daftar nama atau nama personel atau jabatan pejabat yang menenma perintah/tugas;

 (2) penulisan nama pejabat/personel yang menerima  perintah /tugas maksimal lima pejabat/personel, apabila lebih mempergunakan daftar lampiran;

(3)  di bawah kata Kepada dituliskan Untuh diserlai tugas  yang harus dilaksanakan oleh personel yang mendapat perintah;

(4)   setelah uraian kalimat tugas. surat perintah atau surat tugas diakhiri kata Selesai di bawah kata Untuk.
d)    kelompok penutup terdiri atas:

(1)  tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas dikeluarkan;

(2)   tajuk tanda langan;
(3) kata …..
(3)   kata Tembusan ditulis sejajar dengan narna pejabat yang   menandatangani.

2)   Dalam pembuatan Sprin/Sgas, yang perlu diperhatikan

a)   konsiderans memuat Pertimbangan dan Dasar; 

b)  penugasan  personel  non  organik/anggota     Bhayangkari   menggunakan Surat Tugas;
c)  surat perintah/surat tugas pada umumnya tidak berlaku lagi setelah perintah atau tugas yang termuat di dalamnya selesai diIaksanakan.

g.    Laporan

Susunan laporan sebagai berikut :

1)   Kelompok Kepala terdiri atas:

a)   kopstuk dengan gambar lambang Tribrata;

b)   judul laporan ditulis dengan huruf kapilal di tengah halaman;

c)  tingkat klasifikasi dicantumkan di tengah atas dan tengah bawah halaman, ditulis dengan huruf kapital (khusus klasiffiasi BIASA tidak perlu ditulis).

2)   Kelompok isi terdiri afas:

a)   pendahuluan,memuat penjelasan umum,maksud dan tujuan, dasar serta ruang lingkup;

b)   tugas yang dilaksanakan;

c)   hasil yang dicapai, faktor yang mempengaruhi dan hambatan yang dihadapi , serla hal yang perlu dilaporkan;
d) kesimpulan …..
d)   kesimpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan;

e)   penutup yang memuat harapan dan ucapan terima kasih.

3)   Kelompok penutup terdiri atas:

a)   tempat dan tanggal pembuatan laporan;

b)   tajuk tanda tangan.

4)
Macam laporan.

a)   Laporan berkala; misalnya laporan harian, mmgguan, bulanan dan lain-lain. 

b)   Laporan khusus;misalnya Laporan kekuatan personel, perbendaharaan, dan materiil.

5)    Penomoran dan distribusi disampaikan:

a)   dengan menggunakan surat pengantar sehingga nomor yang digunakan adalah nomor surat pengantar;

b) kepada alasan langsung dan pejabat lain yang ada hubungannya dengan isi laporan tersebut.

h.
Surat

Susunan surat, sebagai berikut:

1)    Kelompok Kepala atau kepala surat terdiri atas:

a)  kopstuk untuk surat biasa disertai nama jalan/alamat (dengan Kode Pos) dan gambar lambang Tribrata (dt atas kopstuk);

b)
kopstuk nama jabatan hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh Kapolri/Kapolda/Kepala satuan dalam hal-hal khusus;

c)
tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat.

d)
  nomor, klasifikasi, lampiran. dan perihal;
e) derajat …..
e)
  derajat (apabila perlu dan dalam bentuk stempel);

f)
  alamat;

g)
  untuk perhatian (u.p.) apabila perlu.

2)   Kelompok isi terdiri atas

a)   surat yang ditujukan kepada satuan organisasi Polri/TNI isinya terdiri atas kalimat-kalimat yang diawali dengan nomor urut;

b)   surat yang dialamatkan kepada alamat di luar instansi Polri dapat menggunakan bentuk umum. misalnya tanpa menggunakan nomor urut, menggunakan kalimat penutup yang berisi ucapantenma kasih, mohon kabar, dan lain-lain;

c)  kalimat pembuka untuk surat yang ditujukan kepada satuan organisasi di lingkungan Polri/TNI dimulai dengan kata rujukan (nomor urut satu);

d) kalimat penutup surat yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Polri/TNI adalah Demikian untuk menjadi Maklum, kata-kata ucapan terima kasih, mohon kabar, dan lain-lain dimasukkan pada nomor sebelum kalimat penutup.
3)
Kelompok penutup yang terdiri atas tajuk tanda tangan di sebelah kanan bawah dan tembusan di sebelah kiri bawah meliputi:

a)
nama jabatan;

b)
tanda langan;

c)
namar pangkat dan NRP/NIP (khusus Pati tanpa NRP);

d)
cap jabatan;

e)
tembusan (apabila perlu).

4)    Uraian tempat, tanggal. bulan, dan tahun:
a) tempat …..
a)   tempat adalah kota tempat surat itu dibuat yang ditulis dengan hurufkecil, kecuali huruf pertama;

b)    tanggal, bulan, dan tahun adalah waktu surat tersebut dibuat.

(1)    tanggal ditujis dengan angka arab;

(2)    bulan ditulis dengan huruf secara lengkap;

(3)    tahun ditulis dengan angka arab tanpa litik.
c)  tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditulis sejajar atau lurus dengan alamat pada kopstuk di sebefah kanan kertas.

5)    Uraian nomor, klasifikasi, lampiran, dan perihal

 a)   Nomor

(1)  kode   tingkal   klasifikasi   rahasia/biasa   (RIB)   dituliskan dengan huruf   kapital;

(2)   nomor unit dalam satu tahun takwim;

(3)   bulan drtuliskan dengan angka romawi;

(4)    tahun pembuatan surat;

(5) kode Satuan organisasi yang mengeluarkan surat dituliskan dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama             dan tanpa diakhiri tanda titik, khusus surat yang ditandatangani langsung oleh Kapolri atau Wakapolri mengatasnamakan Kapolri tanpa kode satuan organisasi.

b)    Klasifikasi
(1) klasifikasi ialah tingkat keamanan isi naskah dinas;

(2) klasifikasi suatu naskah dinas ditentukan oleh pejabat yang berhak menandatangani naskah dinas tersebut. 
Apabila …..
Apabila belum ditentukan, Kasetum/Pejabat pengemban fungsi administrasi umum di satuan organisasi dapat mencantum kan klasifikasi menurut kepentingannya;

(3) penulisan kata Klasifikasi khususnya produk untuk opsnal diletakkan di tengah atas atau bawah pada setiap halaman. dituliskan dalam huruf kapital;

(4) penulisan kata Klasifikasi pada haiaman pertama dapat diketik atau dicap, sedangkan pada halaman ke dua dan seterusnya harus diketik;

(5) tingkat klasifikasi untuk Surat dan Surat Telegram dinyatakan dalam nomor dan ruang klasifikasi,

(6) tingkat klasifikasi untuk surat pengantar, sama dengan tingkat klasifikasi naskah dinas yang diantar. Jika naskah dinas berklasifikasi rahasia, surat pengantar pun harus diberi nomor dan klasifikasi rahasia.

c)    Lampiran

(1)    penulisan jumlah lampiran yang terdin atas satu atau dua kata harus dituiis dengan nuruf, sedangkan lampiran yang pengucapannya terdiri atas tiga kata atau lebih harus djtulis dengan angka;  

(2)    dalam lampiran, digunakan kata lembar, buku, eksemplar, berkas, dan bendel;

Contoh Lampiran: Lima belas bendel, 21 lembar .

d)    Perihal

(1) perihal memuat pokok persoalan surat yang dirumuskan  sesingkat mungkin, tetapi dapat dimengerti;
(2) setelah …..
(2)
setelah kata perihal yang diikuti tanda titik dua (:) isi perihal ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama dan diakhiri dengan titik serta diberi garis penutup sepanjang baris terpanjang dari kelompok kata isi perihal dan berjarak setengah spasi. 

e)
Alamat

(1) alamat ditulis lengkap, atau disingkat sesuai ketentuan Apabrla alamat yang dituju satu atau dua alamat, panjang penulisan alamat tersebut masing-masing maksimal tiga baris;

(2) alamat yang ditujukan kepada para pejabat yang cukup banyak (lebih da-ri enam alamat) dituliskan dafam daftar lampiran atau satu persatu setiap surat;

(3) seluruh alamat dituliskan dengan huruf kapital , kecuali kata-kata Kepada, Yth, di, dan nama kota yang ditulis tanpa tanda baca titik serta digarisbawahi; dan
(4) Kata Kepada dituliskan sejajar atau sebaris dengan kata perihal. Huruf Y pada kata Yth, penulisannya lurus dengan huruf pertama nama tempat di atasnya.

f)   Untuk perhatian (u,p.) digunakan untuk:

(1) penulisan huruf u pada u.p. lurus dengan huruf pertama kata perihal di atasnya.

(2) menyelesaikan surat yang cukup diselesaikan oieh pejabat atau staf tertentu di Iingkungan penerima surat.

(3) menyelesaikan surat yang tidak memerlukan penentuan kebijaksanaan langsung dan pimpinan.
(4) mempermudah …..
(4) mempermudah penyampaian surat oleh Sekretariat/ pengemban fungsi kesekretariatan pada Bag/Subbag Renmin.

(5) penulisan u.p. ditulis dengan huruf kecil dan penulisan alamat pejabat diawah dengan huruf kapital serta seluruhnya digarisbawahi tanpa titik.
g)    Isi surat

(1) penufisan nomor   urut pada awal kalimat isi surat lurus dengan huruf pertama kata perinal di atasnya;

(2) huruf pertama pads bans pertama dimuJai pada ketukan  keenam;

(3) baris kedua dimulai lurus dengan huruf pertama kata dalam kalimat di atasnya.

 h)   Nama jabatan pada tajuk tanda tangan

(1) nama jabatan ditulis lengkap dalam satu baris, seluruhnya dalam huruf kapital dan tidak boleh disingkat kecuali untuk Surat Telegram atau nama jabatan yang nurufnya febih dan 48 ketukan (disingkat dengan singkatan resmi yang berlaku);

(2) nama jabatan dituliskan berjarak tiga sentimeter dari tepi kanan kertas atau disesuaikan dengan nama/pangkat pejabat yang menandatangiani naskan dinas tersebut.

i)    Penandatanganan atas nama pejabat

(1) pelimpahan wewenang menggunakan singkatan a.n (atas nama) dan u.b. (untuk beliau);
(2) nama …..
(2) nama jabatan pejabat yang memberikan pelimpahan wewenang ditulis lengkap, seluruhnya dengan huruf kapital;

(2) singkatan a n ditulis di depan nama jabatan tersebut;

(3) apabfla setelah a.n dilimpahkan lagi kepada pejabat lain (hanya untuk orang ketiga dalam struktur orgamsasi), dipakai singkatan u.b. yang dftulis di tengah-tengah di bawah kala pejabat di atasnya ( u.b. hanya digunakan setelah ada a.n.);

(4) penulisan a.n. dan u b. ditulis dengan huruf kecil, dan nama jabatan pejabat yang diberi pelimpahan wewenang tersebut dapat dituliskan dengan singkatan dan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

;j)    Tanda tangan

(1) ruang tanda tangan berjarak tiga sampai empat spasi;

(2) tidak dibenarkan mempergunakan cap TERTANDA atau  TTD.

k)    Cap jabatan

(1) cap jabatan dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan sedemikian rupa sehingga menyinggung tanda tangan pejabat yang bersangkutan;

(2) jika keadaan ruangan tidak mernungkinkan, cap jabatan dapat dibubuhkan di sebelah kanan tanda tangan; 

(3) lembar arsip tidak perlu dicap.

l)    Nama pejabat, pangkat, dan NRP/NfP
(1) nama …..
(1) nama pejabat ditulis dengan benar sesuai dengan aslinya;

(2) seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diberi garis bawah;

(3) gelar ditulis menurut ketentuan yang berlaku;

(4) pangkat seluruhnya ditulis dengan huruf kapital;

(5) untuk Polri/PNS, ditambahkan NRP/NIP, khusus untuk Pati tanpa NRP;

(6) huruf NRP/NIP ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca titik dan  diikuti angka Arab.    

m)   Paraf konseptor

(1) setiap konsep naskah dinas harus ada paraf konseptor;

(2) paraf konseplor hanya dituljs pada lembar arsip;

(3) paraf konseptor disisipkan pada tempat yang memungkinkan pada kelompok periutup surat;

(4) selain paraf Konseptor, dicantumkan pufa paraf pejabat lainnya menurut urutan jabatan dan lingkungan koordpnasi;

(5) konsep tulisan dinas yang akan ditandatangani oleh Kapolri/Wakapori atau Kapolda/Wakapolda/Kasatuan organisasi apabila ada koreksi dari Kasetum Polri//Kasetum Polda/Pejabat fata usaha satuan orgaoisasi, konsep yang sudah diperbaiki agar di paraf kembali oleh pejabat tata usaha Satuan organisasi/Sub satuan organisasi Pengetikan vide draft hanya dlpergunakan untuk pejabat selain pejabat tata usaha 
satuan …..

satuan organisasi/Sub satuan organisasi yang menandakan persetujuan telah diperbaiki sesuai hssiJ koreksi.

n)   Tembusan

(1) tembusan ditulis apabila diperlukan;

(2) penulisan   sebagai laporan   atau   tanpa lampiran   dan   arsip ditiadakan;

(3) pada prinsipnya tembusan untuk diketahui oleh pejabat 

(4) tersebut danjuga sebagai laporan bagi atasannya;

(5) kata Tembusan diletakkan di kiri bawah sejajar nama pejabat yang akan menandatangani surat;

(6) penulisan kata tembusan tanpa singkatan Yth., dan tidak digaris bawahi. setelah alamat terakhir diberi garis penutup sepanjang baris huruf yang terpanjang dengan jarak setengah spasi.

i.
Nota Dinas
1)   Susunan Nota Dinas sebagai berikut :

a)   Kelompok Kepala terdin atas:

(1) kopstuk tanpa disertai alamat dan gambar lambang Tribata serta digaris bawahi;

(2) kata NOTA DINAS di tengah halaman dan dituliskan dengan huruf kapital diikuti nomor nota dinas di bawah garis pemisah;

(3) pejabat penerima, pejabat pengirim dan perihal di bawah Kata Nota Dinas serta diben garis penutup.
b) Kelompok …..
b)    Kefompok isi terdiri atas:

(1) kalimat pembuka;

(2) kalimat yang menjadi isi dan Nota Dinas, berupa kata pengantar

(3) atau ringkasan dan naskah yang  dilampirkan; 

(4) kalimat penutup.

c)    Kelompok penutup terdiriatas:

(1) tempat dan tanggal pembuatan Nota Dinas;

(2) nama jabatan dan tajuk tanda tangan;

(3) nama. pangkat dan NRP/NIP (khusus Pati tanpa NRP).

d)    Penomoran dan dlstribusi

(1) tata cara penomoran Nota Dinas pada dasarnya sama dengan yang digun akan dalarn surat Setelah kode klasifikasi, ditambah singkatan (ND).

(2) Nota Dinas disampaikan kepada alamat tujuan tanpa kata melalui pejabat lain

2)  Nota  Dinas tidak dibubuhi cap dinas,  karena digunakan di    dalam lingkungan satuan organisasl atau satuan sendiri.

3)  Tembusan Nota Dinas tidak boleh sampai ke luar lingkungan  satuan organisasi atau satuan sendiri.

4)    Nota Dinas tidah boleh lebih dan dua lembar.

j.    Surat Telegram

1)   Susunan Surat Telegram sebagap berikut: 

a)   KelompoK kepala terdiri atas.
(1) Kopstuk …..
(1) Kopstuk  di   sudut   kiri  atas   dan   diberi  gambar  lambang Tribrata di tengah atas halaman;

(2) kata SURAT TELEGRAM, tidak diberi spasi dan tidak digaris  bawahi;

(3) pejabat pengirim, penerima, dan tembusan;
(4) derajat dan klasifikasi di sebelah kanan sebaris dengan DARI;

(5) garis pemisah;

(6) nomor dan tanggal pembuatan yang dibuat di bawah garis pemisah.

b)    Kelompok isi:

(1) dibuat dalam susunan pasal-pasal (dengan menggunakan abjad);

(2) subpasal ditulis dengan angka dan abjad untuk sub-sub pasal;

(3) isi surat telegram ditulis dengan huruf kapital, secara singkat, tetapi dapat dimengerti;

(4) Kata yang disingkat menggunakan singkatan yang tidak mengaburkan arti kata/kalimat (khusus penulisan gelar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).

Contoh:

Profesor = Prof 

Doktor= Dr. 

Doktorandus - Drs. 

Dokter = dr. 
Sarjana …..
Sarjana hukum - S.H. 

Master of arts = M.A. 

Master of science - M.Sc. dan sebagainya.

(5) 
Pasal terakhir merupakan nomor penutup (…..TTK DUM TTK  HBS).

c)  Tajuk tanda tangan, sesuai atau a.n. pejabat pengirim Surat Telegram tersebut (jabatan pejabat dan gelar ditulis/disingkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

d)  Penomoran dimulai dengan kode ST untuk Surat Telegram biasa dan  STR  untuk Surat Telegram  Rahasia setelah  garis miring, Nomor urut dalam satu tahun takwim.angka, bulan, dan tahun. Contoh:

       NOMOR: ST/63/VI1/2007  TGL : 3-7-2007

       NOMOR: STR/77A/II/2007    TGL : 27-7-2007

e)  Surat Telegram disampaikan kepada alamat penerima dan alamat tembusan melalui pos, paktir/kurir atau faksimile

2)   Pembuatan   Surat  Telegram   seluruhnya   ditulis  dalam   huruf   kapital termasuk penulisan an. ub dan ap tanpa tanda baca titik.

3)  Tanggal pembuatan Surat Telegram seluruhnya ditulis fengkap dengan angka.

4)    Surat Telegram  tidak  boleh  lebih  dari  empat  halaman kertas A-4
5)    Surat Telegram tidak boleh disertai lampiran.

k.    Maklumat

1)    Penomoran maklumat sama dengan penomoran keputusan tetapi singkat-an Kep diganti dengan singkatan Mak.
Contoh …..

        Contoh:

        Nomor Mak/2A/I/2007 Mak singkatan maklumat, angka 2 menunjukkan nomor urut, angka Vlf menandai angka bulan, dan 2007 angka tahun

2)   Distribusi  maklumat perlu  disebarkan  melalui  daftar distribusi   sesuai dengan daerah yang bersangkutan.

l.    Pengumuman

1)    Susunan pengumuman sama dengan susunan Surat Edaran, tetapi mengenai alamat dan tembusan tidak dicantumkan, kecuali apabila pengumuman tersebut hanya ditujukan kepada golongan tertentu.

2) Cara penomorannya adafah Peng/nomor Urut/Bulan angka Romawi/Tahun

Contoh : Nomor Peng/6/VU/2QQ7

m.   Surat Pengantar
1)   Kopstuk surat pengantar ditambah nama jalan/Alamat (dengan kode pos) dan gambar lambang Tribrala (di atas kopstuk).

2) Surat pengantar dibuat dengan menggunskan kertas A-4 alau setengati folio (330 x 215 mm) dan susunannya terdin atas bagian kepala surat, yang terdiri atas kolom-kolom dan bagian penutup.

3)
Penomoran dan distribusi

a)  Penomoran surat pengantaf sama dengan penomoran     yang digunakan pada surat.

b)   Distribusi dilakukan sesuai dengan slamat dan tembusan.

c)  Klasifikasi surat pengantar sama dengan klasifikasi naskah/ barang antaran.
Contoh …..
       Contoh  Nomor:R/126/ll/2007/Setum (R klasifikasi surat, angka 126 nomor urut verbal, romawi Vlf menunjukkan angka bulan. dan 2007 angka tahun, Setum menunjukkan kode satuan organisasi).

n.   Telaahan Staf
1)    Telaahan staf mempunyai empat bagian utama.

a)    Kelompok kepala terdiri atas:

(1) kopsluk di kiri alas, dan tidak disertai alamat;

(2) gambar lambang Tribrata di bawah kopsluk ditengah- tengah halaman;

(3) kata TELAAHAN STAF ditulis dengan huruf kapital diikuti nomor serta judul telaahan tersebut di tengah atas halaman.

b) Inti terdiri dan unsur-unsur yang harus dinyatakan secara ringkas dan jelas.

(1) permasalahan memuat pernyataan secara ringkas dan jelas persoalan yang ingin diselesaikan;

(2) praanggapan yang harus berhubungan satu sama lain dengan Keadaan yang sedang dialami dan kecenderungan keadaan yang akan datang, dalam situasi tertentu dapat dibuat berdasarkan keuntungan yang diharapkan dalam kegiatan atau kondisi masa datang Apabila trdak memiiiki praanggapan nomor ini dapat dihilangkan;

(3) fakta yang mempengaruhi merupakan landasan analisis dan penyelesaian persoalan. Fakta yang membingungkan harus dikesampingkan;
(4) diskusi …..
(4) diskusi bertujuan mengkaji pengamh pra anggapan dan / atau fakta terhadap persoalan dan menimbang untung ruginya dan berbagai kemungkinan cara bertindak. Jika diskusi temyata panjang,  ringkaslah dalam nomor ini dan sertakan selurun diskusi sebagai larnpiran;

(5) kesimpulan merupakan hasil dan analisis dan kelanjutan diskusi, dan tidak perlu menambahkan hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan;

(6) saran dinyatakan secara singkas dan jelas mencakup tiap tahap dari persoalan dan harus sesuai dengan kesimpulan. Apabila diperlukan surat pelaksanaan tindakan jtu agar di sertakan sebagai lampiran;

c)
 Penutup terdiri atas

(1) tajuk tanda tangan berisi sebulan jabjian, nama. pangkai, dan  NRP/N!P; 

(2) daftar lampjran diletakkan    di sebefah kin bagian bawah dengan nama pejabat penandatangan.

d)
   Lampiran    disusun    sedemikian    rupa    guna memudahkan 

       pengenalan.          

2)  Pergunakan telaahan staf apabila benurusan dengan persoalan yang kompleks atau yang dapat menimbuJkan perdebatan. tetapi jangan menggunakan secara berlebihan karena pembuatan telaahan staf bagi persoalan yarig sederhana merupakan pemborosan waktu.

3)   Jumlah halaman telaahan staf lazimnya maksimal empat halaman namun semua tulisan yang mendukung tindakan yang disarankan dalam telaahan tersebul harus difampirkan.
o. Naskah …..
o.   Naskah Dinas lainnya

1)    Blangko sertifikat/piagam
a) Bentuk dan ukuran

(1) kertas art carton, ukuran foiio (21.5 x 33 cm), jenis art carton 210 gram;

(2) ornamen wama fulf color.

b)  Tulisan

(1) teks background tingkat Mabes Polri "KEPOLI-SIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA" dan tingkat kew^layahan "KEPOLlSfANDAERAH.., . ..... ";  

(2) warna untuK tingkat Mabes Polri; kuning, untuk trngkat kewjlayahan coklatmuda.
c)   Ornamen bingkai memuat seluruh gambar lambang tanda induk kesatuan Mabes Pori dan tanda induk kesatuan kewirayahan.

d)   isi. memuat kalimat yang disesuaikan dengan kegunaannya dengan tulisan warna hitam.

e)   Penggunaan dan pemakaian gambar lambang Tribrata untuk blangko sertifikat/piagam

f)   Penggunaan dan pemakaian gambar lambang Tribrata di lingkungan Mabes Polri  terbagi atas:

(1) belangko sertifikal / piagam yang ditandatangani oleh Kapolri menggunakan gambar lambang Tribrata wama emas dengan empat gambar bintang wama emas di bawahnya;
(2) blanko …..
(2) blangko sertifikat/piagam yang ditandatangani mengatas namakan Kapolri menggunakan gambar lambang Tribrata warna emas tanpa gambar bintang dibawahnya.

g) Penggunaan dan pemakaian garnbar lambang Tribrata di  tingkat kewilayahan terbagi atas:

(1) blangko sertifikat/piagam yang ditandatangani oleh Kapolda menggunakan gambar lambang Tnbrata wama emas dengan gambar bintang wama emas di bawahnya dengan jumlah bintang disesuaikan  pangkat dan Kapofda masing-masing;

(2) blangko sertifikat/piagam yang ditandatangani mengatas-namakan Kapolda untuk para Kapolrestabes/Kapolres/Ta menggunakan gambar lambang Tribrata warna emas tanpa gambar bintang warna emas di bawahnya.

2)
Undangan Cetak
a)    Bentuk dan ukuran:

(1) ukuran kertas: 14,8 x 20 cm;

(2) isi kalimat disesuaikan dengan kelentuan/ kegunaan;

(3) banan undangan dari karton warna krem sedangkan amplopnya menggunakan Linen embos paper wama krem

b)    Pengguiaan dan pemakaian gambar lambang Tribrata sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Ifngkungan Polri.

3)   Berbagai naskah dinas lain, seperli surat izin, surat izin jalan, surat   

      keterangan, penyusunannya sekurang kurangnya memuat;

a)
kelompok kepala;
b) kelompok …..
b)
kelompok isi;

c)
kelompo  penutup;

d)   tidak    berlawanan    dengan    ketentuan    yang    berlaku    dalam pengetikan dan penyusunan naskah dinas.
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	RANGKUMAN

	
	Bentuk-bentuk naskah dinas yang berlaku di lingkungan Polri terdiri dari naskah dinas bentuk peraturan, keputusan, instruksi, perintah harian/ amanat anggaran, surat edaran, surat perintah/surat tugas, laporan, surat, nota dinas, surat telegram, maklumat, pengumuman, surat pengantar, telaahan staf dan bentuk naskah dinas lainnya.

 Cara penyusunan dan penulisan naskah dinas di lingkungan Polri harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan administrasi umum.
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	LATIHAN

	
	Peserta didik diberikan penugasan untuk mempraktekkan tata cara membuat bentuk-bentuk naskah dinas yang berlaku di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan.
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